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BAB III 

CHINA DAN BEIJING CONSENSUS 

 

Di dalam bab ini akan menceritakan sejarah kebangkitan China yang 

dimulai sejak China melakukan reformasi ekonomi yang dipelopori oleh Deng 

Xiaoping yang menerapkan beberapa kebijakan salah satunya kebijakan pintu 

terbuka (open door policy) yang kemudian menjadikan China sebagai negara 

tujuan FDI terbesar di dunia. Selain itu ada momenn dimana China akhirnya bisa 

bergabung ke dalam WTO pada tahun 2001. Dengan begitu China semakin 

menjadi negara yang diperhtungkan di kancah global karena kemajuan yang 

sangat luar biasa. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diberi nama oleh Joshua 

Copper Ramo dengan sebutan Beijing Consensus yang dinilai lebih ramah dan 

menjadi rival dari Washington Consensus. Banyak negara yang kemudian 

menerapkan Model Ekonomi ala China ini karena dianggap lebih sesuai dengan 

kondisi perekonomian saat ini.  

 

3.1. Awal Kebangkitan China 

A. Reformasi Ekonomi China 

Dunia internasional saat ini tengah melihat dengan seksama perkembangan 

China dengan pertumbuhan ekonominya yang signifikan. Reformasi ekonomi 

dengan karakteristik China yang dimulai pada masa awal pemerintahan Deng 

Xiaoping merupakan faktor utama atas kebangkitan China saat ini. Perekonomian 

China yang terus tumbuh dibuktikan dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto 
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(PDB) setiap tahunnya. Sebelum tahun 1978, China tidak lebih dari sebuah negara 

berkembang dengan segala permasalahannya. Bahkan sering dikatakan sebagai 

negara paria dalam hal perekonomian. Namun, keadaan China berubah sejak tahun 

1978 dengan dilakukannya reformasi perekonomian, yang dicetuskan oleh salah 

satu pemimpin China, Deng Xiaoping. Pada bulan Mei 1978, Deng Xiaoping 

mengambil langkah pertama dan penting dalam transformasi China menuju 

modernitas dan menjadi suatu negara yang kuat, yaitu dengan menyerukan kepada 

rakyatnya bahwa “kita perlu menjalankan emansipasi besar dalam pikiran kita.” 

(Naisbitt & Naisbitt, 2010). 

Emansipasi pikiran yang diserukan Deng Xiaoping, menjadi titik awal 

perubahan pola pikir masyarakat China untuk berpikir bagi mereka sendiri, dan 

membuat keputusannya sendiri. Sebelumnya, masyarakat China dipengaruhi oleh 

pemikiran yang mementingkan dan bergantung pada kelompok, yang selalu 

ditanamkam pemimpim sebelumnya, Mao Zedong, dan terkungkung dalam satu 

pola yang diciptakannya. Emansipasi pikiran inilah yang memicu masyarakat untuk 

berkreatifitas dan membuat inovasi-inovasi baru dalam berbagai bidang, yang 

berperan dalam pembangunan China. Selain menyerukan emansipasi pikiran, Deng 

Xiaoping juga mengajukan empat program modernisasi dalam reformasi 

perekonomian China. Empat modernisasi tersebut meliputi modernisasi bidang 

Pertanian, Pertahanan, Industri, dan Ilmu pengetahuan dan Tekonologi yang 

sebelumnya telah dicanangkan oleh Zhou Enlai yang merupakan Perdana Menteri 

China. Prinsip dasar program yang dimotori Deng Xiaoping ini adalah zou ziji de 

lu atau ‘berjalan di atas jalan sendiri’, yang kemudian terus dikembangkan menjadi 
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konsep yang disebut zhongguo te se de shihui zhuyi atau ‘Sosialisme dengan 

karakteristik China’. Konsep ini mencakup sembilan pokok pikiran yang pada 

dasarnya mencerminkan cita-cita China untuk ‘berdiri di atas kaki sendiri’ dan 

menyesuaikan Marxisme-Leninisme dengan kondisi nyata di China. Sembilan 

pokok pikiran itu adalah sebagai berikut : 

1)  Dalam pencapaian sosialisme : mengambil jalan sendiri 

2)  Dalam tahap pencapaian sosialisme : China ada di tahap awal sosialisme 

3) Tugas dasar sosialisme : membebaskan dan mengembangkan tenaga 

produksi 

4)  Dalam hal gerakan : reformasi dan pengembangan adalah juga revolusi 

5) Dalam kaitan dengan dunia : targetnya adalah perdamaian dan kemajuan, 

China harus memanfaatkan suasana damai untuk membangun dirinya 

6) Dalam pembangunan politik :berlandaskan 4 prinsip dasar (si ge yuanci) 

7) Mengajukan strategi tiga tahap pencapaian sosialisme 

8) Partai Komunis China (PKC) adalah kepemimpinan utama dengan basis 

kekuatan kaum pekerja, petani, intelektual, dan suku-suku di berbagai 

wilayah China 

9) Untuk mempersatukan China diterapkan ‘sistem satu negara dua sistem’ (yi 

guo liang ce). Sosialisme dengan karakteristik China, kemudian dianggap 

sebagai salah satu legitimasi bagi diterapkannya sistem ekonomi pasar dari 

paham kapitalis menggantikan sistem ekonomi terpusat yang selama itu 

telah ditetapkan, dan terbukanya China bagi investasi asing (Muas, 2008). 
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Oleh karena itu, pada tahun 1980 China menciptakan Zona Ekonomi 

Khusus (Special Economic Zones), yaitu di Propinsi Guangdong (kabupaten 

Shenzhen, Zhuhai, Shantou) dan Fujian (Pulau Xiamen). Para penanam modal asing 

di zona ekonomi tersebut mendapat berbagai keringanan pajak, juga tersedia 

pelbagai prasarana seperti: jalan raya, tenaga listrik, dan pelabuhan. Reformasi 

ekonomi China dimulai dengan sektor pertanian dengan inti gerakan reformis pada 

penekanan hak-hak milik terutama atas tanah, liberalisasi harga produk pertanian 

dan pengembangan pasar domestik.  

Pada masa ini, sumbangan modal asing dan perdagangan internasional 

relatif tidak berarti bagi pertumbuhan ekonomi China. Sampai sekitar tahun 1995, 

komposisi tenaga kerja sekitar 80% berada di sektor pertanian. Pada tahun 2000, 

angka tersebut menurun menjadi sekitar 70% dari sekitar 711,5 juta angkatan kerja 

di tahun 2000, 499 juta penduduk bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 150 juta 

orang dari angka ini diperkirakan migrasi ke daerah kota untuk mencari pekerjaan 

yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dari survey pertanian di tahun 

1996, sekitar 25% yang hidup di pedesaan tidak bekerja sebagai petani tetapi 

bekerja di industri pedesaan, rumah tangga atau jasa–jasa. Masuknya investasi 

asing dan peranan perdagangan internasional di tahun 1980-an pada perekonomian 

China menyebabkan tumbuhnya industri-industri di wilayah perkotaan (Eckaus, 

1997). 

Pada Februari 1992, Deng Xiaoping melakukan “perjalanan ke selatan”. 

Perjalanan ini ditengarai sebagai tonggak penentu dari sejarah China modern karena 

ucapan Deng selama perjalanan itu memberi pencerahan besar kepada semua 
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pemimpin rakyat China untuk meneruskan keterbukaan dan meneruskan 

pembangunan ekonomi. Sejak saat itu, kemajuan demi kemajuan ekonomi 

dilaporkan baik dari China sendiri maupun dari luar negeri. Dalam buku yang 

berjudul Charting China's Future : Political, Social, and International Dimensions, 

menurut Jae Ho Chung (2006) kesuksesan reformasi ekonomi China terkait pada 

lima proses, yaitu :  

1. Desentralisasi;  

2. Marketisasi adalah berorientasi pada mekanisme pasar;  

3. Diversifikasi kepemilikan adalah penganekaragaman kepemilikan; 

4.  Liberalisasi tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga pemikiran  

5. Internasionalisasi 

Jika dahulu China merupakan negara yang tertutup, terbelakang dan negara 

komunis yang menutup dirinya dari pergaulan internasional, kini China bangkit 

menjadi negara yang maju, modern, terbuka, pusat manufuktur perusahaan-

perusahaan besar dan menjadi negara yang patut di perhitungkan dalam kancah 

global. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jika abad ke-17 sampai abad ke-19 

adalah abadnya Inggris, abad ke- 20 adalah abadnya Amerika Serikat maka abad 

ke-21 adalah abadnya China. Kebangkitan China tidak terlepas dari adanya 

transfomasi dan pembukaan diri yang dilakukan oleh China dimana pembukaan diri 

China berawal dari transformis ekonomi Deng Xiao Ping. Deng Xiao Ping 

mengambil langkah pertama dan penting bagi perjalanan China menuju modernitas 

serta ekonomi pasar. Deng melepaskan belenggu ekonomi dan berinovasi dengan 

melakukan reformasi-reformasi yang membawa China menjadi negara maju saat 
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ini sehingga bisa menjadi penyeimbang dan pesaing dominasi Amerika. Hanya 

dalam kurun waktu tiga dekade dimulai dari kepemimpinan Deng Xiao Ping, China 

dapat melakukan berbagai trasformasi yang berbeda dengan kepimpinan 

pendahulunya yaitu Mao Zedong. Jika dibawah pemerintahan Mao China 

menggunakan sistem pemerintahan yang terpusat, sistem ekonomi komando, dan 

nasionalisasi perusahaan. Maka strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Deng 

yaitu open door policy. Melalui konsep open door policy atau kebijakan pintu 

terbuka inilah China mulai membuka diri terhadap investasi yang ingin masuk. 

Dengan adanya investasi yang masuk maka terjadi transfer teknologi. Dengan 

teknologi inilah China mampu menjadi negara yang mandiri yang selanjutnya 

proses industrialisasi dapat dijalankan tanpa bantuan dari negara lain. Kebijakan 

pintu terbuka adalah sebagai langkah awal peran serta China dalam globalisasi 

ekonomi dunia. Globalisasi memungkinkan aliran bebas barang-barang, modal 

finansial dan modal fisik, teknologi serta orang-orang yang terkait. 

Pembukaan diri selanjutnya yang dilakukan China yaitu bergabungnya 

China dengan WTO pada tahun 2001 dimana hal tersebut merupakan sebuah 

langkah besar yang di ambil untuk menjadi anggota komunitas ekonomi dunia. 

Perdana Menteri Zhu Rongji mendukung keanggotaan WTO China terutama untuk 

mendorong persaingan luar negeri demi meningkatkan efisiensi dari banyak 

perusahaan negara yang dijalankan secara birokratis (Chow, 2011). Penerimaan 

secara terlambat China sebagai anggota WTO pada tahun 2001 menandai peluasan 

terbesar sistem perdagangan dunia sejak permulaan fase kontemporer globalisasi 

pada akhir 1970an. Sebagai penerima tujuan investasi asing langsung dan tak lama 
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lagi merupakan negara perdagangan terbesar, masuknya China dalam WTO segera 

mengubah sifat dan dinamika sistem perdagangan global. Dengan mendapatkan 

basis manufuktur berbiaya rendah dan impor sangat murah, negara-negara maju 

adalah yang paling diuntungkan oleh penerimaan China. Tetapi China sendiri juga 

diuntungkan, memperoleh akses lebih luas bagi ekspornya dan menerima arus besar 

investasi masuk (Jacques, 2011). 

Sebelum Kebijakan Pintu Terbuka diberlakukan, China adalah salah satu 

perkeonomian yang paling tertutup didunia. Pada awal tahun 1970 perdagangan 

ekspornya hanya mencapai 0,7% total dunia. Pada akhir dasawarsa 1970an, 

proporsi impor dan ekspor China adalah 12% dari PDBnya, terendah di dunia. 

Namun sejak 1978 China dengan cepat menjadi salah satu perekonomian paling 

terbuka di dunia. Rata-rata tarif impornya turun dari 23,7% pada tahun 2001 

menjadi 5,7% pada tahun 2011, yang sebagian besarnya sudah terjadi. Walaupun 

ketergantungan perdagangannya (proporsi PDB-nya ditopang oeh ekspor dan 

impor) kurang dari 10% pada tahun 1978, pada tahun 2004 naik menjadi 70% jauh 

lebih tinggi dari pada negara-negara besar lainnya. Kini China sudah menggusur 

Amerika Serikat sebagai eksportir terbesar didunia, padahal tahun 2004 masih 

menduduki peringkat ketiga importir tebesar dunia, 5,9% dari total impor global. 

Pada tahun 2010 China, untuk pertama kalinya akan menjadi pelaku perdagangan 

terbesar dunia. 

Kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping adalah dengan membuka 

diri terhadap para investor asing yang membawa masuk modal ke China dalam 
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bentuk Foreign Direct Investment (FDI). Kebijakan tersebut membuat China 

tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar di Asia pada akhir tahun 1990an.  Sejak 

pembukaan untuk perdagangan luar negeri dan investasi dan menerapkan reformasi 

pasar bebas pada tahun 1979, China telah menjadi di antara negara – negara di dunia 

dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, dengan PDB nyata tahunan rata-rata 

hampir 10% sampai dengan tahun 2014. Dalam beberapa tahun terakhir, China 

muncul sebagai kekuatan ekonomi global utama. Saat sekarang ini China menjadi 

yang terbesar di dunia dalam hal ekonomi secara paritas daya beli, produsen, 

perdagangan barang, dan pemegang cadangan devisa. Banyak yang berpandangan 

dengan peningkatan serta perkembangan ekonomi China akan menjadikan China 

sebagai kekuatan baru bukan hanya di Asia, tetapi juga di dunia internasional. 

Kenaikan ekonomi China memiliki implikasi yang signifikan bagi Amerika 

Serikat. Ekonomi China secara jelas telah berhasil mengejar Amerika Serikat dan 

sangat mungkin untuk meraih kepemimpinan dalam tindakan ekonomi dan 

perdagangan, dan bahkan bisa terus meninggalkan negara – negara lain. Amerika 

Serikat tidak pernah menghadapi tes ekonomi semacam ini. Selama lebih dari 60 

tahun, Amerika Serikat tidak pernah tertandingi. Ekonomi China telah tumbuh 

sekitar 9% per tahun serta barang dan jasa yang meningkat pesat dalam kualitas dan 

nilai. Sebaliknya, Amerika Serikat telah berkubang di sekitar pertumbuhan 0% pada 

tahun 2007-2012. China juga telah menggantikan Amerika Serikat dalam 

mengendalikan lembaga keuangan internasional (International Monetary Found 

(IMF), Bank Dunia, Inter-American Development Bank) sebagai pemberi pinjaman 
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prinsip di Amerika Latin. Sampai saat ini China adalah produsen terbesar di dunia 

dan eksportir, bahkan mendominasi pasar Amerika Serikat. 

 

B. Bergabungnya China dalam WTO 

Pada 11 Desember 2001, China resmi menjadi angota World Trade 

Organization (WTO) yang ke-143 setelah disetujui di pertemuan Doha, Qatar. 

dibutuhkan waktu yang panjang untuk China bergabung dengan WTO. Adanya 

negosiasi yang berlangsung selama 15 tahun 5 bulan menyangkut keanggotaan 

China.  Keanggotaan di WTO ini merupakan bagian yang sangat penting dalam 

rangka reformasi ekonomi China. 

China pertama kali mengutarakan keinginannya untuk bergabung ke dalam 

WTO sejak 1986, yang ketika itu bernama General Agreement on Tariffs and 

Trade. Pada dekade-dekade selanjutnya, setelah bergabung dengan WTO, China 

mencatat prestasi ekonomi yang penting. China pada tahun 2004 berkontribusi bagi 

sepertiga pertumbuhan ekonomi global, purchasing power parity 14% dari 

ekonomi global pada 2005 (kedua setelah AS), devisa melebihi 1.000 milyar dolar 

AS (lebih besar dari Jepang), dan menjadi eksporter terbesar dunia saat ini. China 

menjadi kekuatan ekonomi besar yang sangat berpengaruh di dunia. 

Masuknya China ke WTO telah mendorong peningkatan perdagangan asing 

China ke babak yang baru dan mendorong kerjasama perdagangan antara China 

dan dunia.
 

Keanggotaan WTO merepresentasikan perubahan mendasar pada 

kebijakan ekonomi China. China telah mengubah orientasi kebijakan luar 
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negerinya dengan mengefektifkan kerjasama dengan negara-negara dan kawasan 

berkembang    dan salah satunya adalah dengan ASEAN. Salah satu bukti dari 

keinginan China untuk mengubah sistem ekonominya terutama setelah WTO 

adalah dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan ekonomi dan perdagangan 

yang menunjukkan komitmen China terhadap liberalisasi perdagangan. Tujuan 

kebijakan-kebijakan perdagangan China secara umum mencerminkan reformasi 

ekonomi China yang didukung oleh keanggotaan China di WTO. Tujuan pertama, 

untuk mempercepat pembukaan ekonomi China ke dunia. Kedua, untuk 

mempelajari teknologi asing   dari  negara   lain.   Ketiga, membangun  perdagangan  

asing.
 
Keempat, mempromosikan pembangunan ekonomi yang aman. Kelima, 

untuk mengeratkan sistem perdagangan multilateral. Keenam, kebijakan 

perdagangan China ditujukan untuk intensifikasi perjanjian perdagangan bebas 

secara bilateral maupun multilateral dengan mitra perdagangannya.
 
Hukum ini 

kemudian mendasari setiap kebijakan perdagangan asing yang ditetapkan 

pemerintah China. Kebijakan ini kemudian juga menjadi landasan bagi China 

dalam melakukan ekspansi perdagangan dan diplomasi ekonomi baik dalam tingkat 

bilateral, regional,maupun multilateral. 

Salah satu dari berbagai faktor mendasar yang menekan China masuk ke 

dalam WTO datang dari para pendukung liberalisasi China yang menganggap 

aksesi ke dalam WTO merupakan langkah wajib dan tak terelakkan bagi kelanjutan 

proses reformasi. Sebagai contoh, banyak rencana untuk merestrukturisasi dan 

merevitalisasi BUMN sejak pertengahan 1980an, tetapi hanya sedikit progress yang 

telah dibuat. Prime (2002) mengatakan dengan dibukanya berbagai sektor bagi 
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kompetisi yang mengizinkan perusahaan–perusahaan luar negeri masuk, 

diharapkan BUMN China bisa melakukan berbagai improvisasi untuk menghindari 

kekalahan dalam kompetisi tersebut. 

Para reformis setelah masa Deng menganggap bahwa dengan masuknya 

China ke WTO, China akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk 

mempercepat reformasi dan pertumbuhan ekonomi, walaupun mereka juga 

mengakui akan hadirnya ancaman bagi struktur industri China dan keamanan 

finansial. Namun mereka tetap berharap, kompetisi internasional yang semakin 

intensif dapat memfasilitasi cepatnya reformasi di banyak BUMN China yang tidak 

efisien, reformasi birokrasi yang tidak professional, serta menciptakan banyak 

industri dan pekerjaan bagi masyarakat. Mereka yakin dengan masuknya ke dalam 

WTO China dapat menjadi kekuatan ekonomi dominan dunia dan melipatgandakan 

kekayaannya dalam dekade-dekade ke depan. 

Dengan bergabungnya China di WTO telah memberikan dampak yang 

berpengaruh terhadap perekonomian negara lain. Posisi Amerika Serikat dan 

negara-negara Eropa kemudian terancam ketika pada tahun 2001, China resmi 

menjadi anggota WTO. Hal ini terkait pencabutan insentif pajak bagi perusahaan 

asing. Survei yang dilakukan Kamar Dagang Eropa menunjukkan, sebanyak 34% 

responden merasakan dampak negatif dari bergabungnya China dalam keanggotaan 

WTO, naik drastis dari tahun lalu yang hanya mencapai 4%. Sementara tanggapan 

positif hanya 16%, turun hampir dua pertiga dari 43% tahun lalu. Survei tersebut 

dilakukan terhadap 200 perusahaan Eropa yang ada di China. 
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Sebelum bergabung, China telah menjadi kekuatan industri sekaligus pasar 

yang sangat diperhitungkan oleh anggota–anggota WTO, terutama dalam bidang 

elektronik dan komputerisasi. Pangsa China di pasar elektronik Amerika Serikat 

meningkat dari 9,5% pada tahun 1992 menjadi 21,8% pada 1999. Kontribusi China 

terhadap produksi komputer dunia naik dari 4% pada 1996 menjadi 21 % pada 

2000. Pangsa China terhadap total produksi hard disk dunia juga naik dari 1% pada 

1996 menjadi 6 % di tahun 2000. 

Dari data–data di atas dapat dilihat bahwa sebelumnya bergabung dengan 

rezim perdagangan WTO, China telah menjadi kekuatan industri yang besar dan 

berprospek tinggi. Dapat dilihat bahwa bergabungnya China dengan WTO, banyak 

negara yang terancam keadaanya adat keberadaan China yang semakin pesat di 

WTO dan mempengaruhi perekonomian dunia dengan jumlah ekspor yang besar 

sebagaimana yang digambarkan dalam grafik dibawah ini. 
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Dewasa ini titik perhatian dunia telah bergeser. Jika di masa lalu untuk 

mengukur dan menentukan negara terkuat terutama dilihat dari kapasitas militer 

yang dimilikinya, kemampuan atau pengaruh berbicara di tingkat internasional, 

juga keteguhan untuk menguasai negara lain.  Di masa kini, yang dilihat adalah 

pengaruh pertumbuhan ekonomi negaranya terhadap negara lain. Kebesaran sebuah 

negara tidak lagi terletak pada seberapa besar kekuatan militer atau kepemilikan 

kekayaan materi sebuah negara, akan tetapi terletak pada pengaruhnya untuk 

mempengaruhi reaksi pihak lain akan sebuah fenomena yang sedang terjadi di 

dunia global. Terlebih lagi pada masa setelah perang dingin, dimana perubahan 

Gambar 3.1 

Pertumbuhan GDP dan Ekspor China 

Periode Tahun 1998-2004 
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besar terjadi di lingkup internasional, Amerika Serikat bukan lagi satu – satunya 

negara adidaya yang dapat dijadikan acuan tunggal di dunia. Pada masa kini, tidak 

ada lagi negara yang dapat benar-benar disebut sebagai negara superpower dan 

kekuatan militer yang besar bukanlah segalanya, tragedi 9/11 adalah wujud nyata 

dari perubahan besar ini. Hal ini memiliki pengaruh tersendiri bagi China. 

Perkembangan ekonomi China yang signifikan menjadikan posisi China di level 

internasional semakin diperhitungkan. Kebangkitan ekonomi China bagaikan 

sebuah representasi kemajuan negara-negara yang dulu sering disebut sebagai 

negara dunia ketiga. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi China yang 

mengesankan, tidak memungkinkan negara-negara lain juga dapat melakukan hal 

serupa. China, menjadi harapan kebangkitan banyak negara lainnya.  

Semakin berpengaruh suatu negara di dunia, akan semakin kuat dan tinggi 

posisi negara tersebut di hadapan negara lainnya. Semakin kuat posisi sebuah 

negara di hadapan negara lainnya, tentu akan memudahkan pemerintah negara 

tersebut untuk mencapai kepentingan nasional negaranya di tingkat internasional. 

China sudah sejak awal memahami dan berusaha keras untuk mewujudkan misi 

yang kemudian dituangkan dalam sebuah konsep hubungan luar negeri yang 

mencerminkan prinsip kebijakan luar negeri yang dijalankan negara tersebut. 

Menyadari besarnya pengaruh pandangan masyarakat internasional terhadap posisi 

dan keberadaan sebuah negara di dunia, China mulai menyusun berbagai upaya 

untuk mendapatkan kepercayaan publik dan meningkatkan pengaruh di dunia 

internasional salah satunya dengan Beijing Consensus. 
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3.2. Beijing Consensus di Mata Dunia 

A. Kemunculan Beijing Consensus 

Saat ini, China telah berkembang menjadi sebuah negara dengan sistem 

ekonomi yang sangat kapitalis, moderen dan global. Reformasi Ekonomi pada 

tahun 1978 telah menjadikan China sebagai salah satu negara tujuan terbesar FDI 

(Foreign Direct Investment) dunia dan juga memiliki hubungan yang penting di 

dalam rantai persediaan dunia. Dari sebuah negara yang begitu terpuruk 

ekonominya, berpindah menjadi peringkat keempat dunia tingkat pertumbuhan 

ekonomi paling cemerlang di dunia (Zouxiang, 2009). Bahkan beberapa ahli 

percaya bahwa China merupakan tantangan yang serius bagi Amerika Serikat untuk 

menjadi negara pemimpin dunia. 

Sejak tahun 1978 hingga tahun 2008, GDP China rata-rata meningkat 9,8%, 

lebih cepat 6,8% dari tingkat pertumbuhan ekonomi dunia dalam kurun waktu yang 

sama. Dari tahun 1980 hingga 2008, perekonomian China tumbuh 14 kali lipat 

(Morison, 2009). Hal ini menjadikan China sekarang sebagai negara dengan 

perekonomian terbesar kedua di dunia. 
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Tabel 3 1 

Perkembangan tingkat perekonomian beberapa negara dan wilayah penting 

di dunia periode 1978-2008 (dihitung dalam persen %) 

 

Negara dan 

Wilayah 

1978 1979 1990 2000 2006 2007 Rata-rata tingkat 

pertumbuhan 

Statistik dunia 4.4 4.2 2.9 4.1 3.9 3.8 3.0 

AS 5.6 3.2 1.9 3.7 2.9 2.2 2.9 

Uni Eropa 3.1 3.9 3.6 3.9 2.7 2.6 2.2 

Jepang 5.3 5.5 5.2 2.9 2.2 2.1 2.4 

China 11.7 7.6 3.8 8.4 11.6 11.9 9.8 

Hongkong 8.5 11.6 3.9 8.0 7.0 6.4 5.6 

Korea 9.3 6.8 9.2 8.5 5.1 5.0 6.4 

Singapura 8.5 9.4 9.2 10.1 9.4 7.7 7.1 

Malaysia 6.7 9.3 9.0 8.9 5.9 5.7 6.2 

India 5.7 -5.2 5.5 4.0 9.7 9.0 5.7 

Rusia   -3.0 10.0 7.4 8.1 1.14 

Brazil 3.2 6.8 -4.3 4.3 3.7 5.4 2.7 

Sumber: Badan Statistik Bank Dunia 

Dari data di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat pertumbuhan beberapa 

negara di dunia selama periode tahun 1978 – 2007 mengalami peningkatan 

perekonomian yang tinggi, seperti Jepang pada masa setelah perang dunia kedua, 

selama 19 tahun terus mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi dengan rata–rata 

9,2% pertahun. Singapura juga pernah mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

selama 20 tahun dengan rata-rata 9.9% pertahun. Hongkong mengalami tingkat 

pertumbuhan ekonomi tinggi selama 21 tahun dengan rata-rata pertahun mencapai 

8.7%. Taiwan juga mengalami hal serupa yang mencatat pertumbuhan ekonomi 

tinggi sepanjang 26 tahun dengan rata – rata mencapai 9,5% pertahun (Zouxiang, 

2009). 

Melihat pertumbuhan dan perkembangan China saat ini, tidak heran banyak 

negara – negara di dunia saat ini mulai melirik poros baru kekuatan ekonomi global 
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tersebut. Keberhasilan China dalam membangun perekonomiannya tidak lepas dari 

apa yang disebut dengan The Beijing Consensus atau Model Pembangunan 

Alternatif China sebuah istilah yang mengacu pada kebijakan politik dan ekonomi 

China setelah meninggalnya Mao Zedong dan naiknya Deng Xiaoping sebagai 

pemimpin China pada 1976. Istilah Beijing Consensus diciptakan oleh Joshua 

Cooper Ramo dengan tujuan menjadikan model pembangunan ekonomi China 

sebuah alternatif khususnya Negara Sedang Berkembang, hal ini dilihat dari 

kecenderungan Beijing Consensus yang cenderung ramah terhadap pasar (Ramo, 

2004). 

Bejing Consensus mencakup tiga elemen fundamental, yakni (1) 

Pembangunan negara berlandaskan inovasi, (2) Keberhasilan ekonomi tidak melulu 

dengan ukuran pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) per kapita, tetapi 

dengan kesinambungan (sustainability) dan tingkat mutunya, (3) Keteguhan diri 

(self-determination) bagi China. 

Sebagai suatu negara berkembang yang memiliki usaha untuk dapat 

memajukan negaranya, China merupakan salah satu negara yang membuka diri 

terhadap globalisasi dan modernisasi yang sedang berkembang saat itu tanpa 

meninggalkan fondasi dasar negaranya, yaitu sistem sosialis. Sistem ekonomi 

sosialis modern ini biasa disebut sebagai Beijing Consensus. 

Beijing Consensus adalah kebijakan ekonomi politik yang dimulai setelah 

kematian Mao Zedong yang dikembangkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1976 

https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina
https://id.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://id.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping
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(Josua Cooper Ramo, 2004). Karakteristik dari Beijing Consensus yang menjadi 

dasar kebangkitan ekonomi China ini adalah sebagai berikut (Ramo, 2004): 

1. Mencoba menunjukkan kepada negara-negara di dunia bahwa peran penting 

pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis modern merupakan sistem 

ekonomi yang lebih baik dalam pembangunan ekonomi dunia. Dengan kata 

lain, mengubah pandangan masyarakat dunia untuk beralih dari sistem 

ekonomi sebelumnya, pasar bebas, yang diperkenalkan dan dikembangkan 

oleh Amerika Serikat melalui Washington Consensus. 

2. Percaya bahwa liberalisasi politik tidak dibutuhkan, melainkan kontrol dari 

pemerintah atas setiap aktivitas dan kebijakan ekonomi perdagangan negara 

adalah hal yang terpenting. 

Perkembangan sistem ekonomi ini mulai dibuktikan dengan mulai 

banyaknya masyarakat yang membahas Beijing Consensus dalam World Economic 

Forum sebagai salah satu konsep baru yang memiliki kemungkinan untuk dapat 

menciptakan keberhasilan pembangunan ekonomi dunia di masa yang akan datang 

(New York Times, 2011) 

Beijing sebagai pusat sektor aktivitas sentral di China mengontrol hampir 

seluruh sumber daya strategis serta kepemilikan tanah, dan memiliki hampir US$ 3 

Triliun cadangan mata uang (New York Times, 2011). Meskipun pintu gerbang 

liberalisasi telah dibuka dengan adanya pembangunan industri berbasis pertanian di 

China, namun kekuatan kontrol dan campur tangan dari pemerintah China 
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merupakan hal mendasar yang berperan dalam keberhasilan reformasi ekonomi 

Cina (New York Times, 2011). 

China juga percaya bahwa dengan memberikan kebebasan terhadap sistem 

pasar bebas dengan kebebasan masyarakat dan pihak swasta untuk menentukan 

segala kebijakan dalam ekonomi perdagangan suatu negara hanya akan 

menciptakan ketidakteraturan yang tidak menguntungkan (Clem Tisdell, 2009). 

Kondisi inilah yang ingin ditunjukkan oleh China kepada negara-negara di dunia, 

negara berkembang yang ingin bergerak lebih maju khususnya, untuk mulai beralih 

menerapkan sistem ekonomi sosialis modern ini terhadap pertumbuhan 

ekonominya. 

Pada tahun 2004 Beijing Consensus, sebuah istilah yang diciptakan oleh 

Joshua Copper Ramo, seorang peneliti dari London ingin dijadikan lawan dari 

Washington Consensus. Walaupun mendapat banyak kritik bahkan dari dalam 

China sendiri, Beijing Consensus mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan 

karena karena Beijing Consensus dapat merangkum seluruh asapek China di dunia 

internasional, khususnya dalam hal ekonomi. Sebagai alternative dari konsep yang 

menekankan perdagangan bebas dan pasar bebas, Beijing Consensus menjadi 

tantangan serius bagi Washington Consensus, yang menjadi dogma bagi IMF, 

World Bank dan WTO. Negara – negara yang sedang berkembang bereaksi positif 

sehingga dominasi China meningkat dengan tajalm di kawasan Asia, Afrika dan 

Amerika Latin. Pembangunan dapat sukses berjalan tanpa harus menjalankan 
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privatisasi, deregulasi, dan perdagangan bebas. Tidak heran jika para pengamat 

meneliti lebih jauh tentang keberhasilan China ini (Wibowo & Hadi, 2009). 

Salah satu indikator dalam melihat keberhasilan Beijing Consensus ialah 

pertumbuhan ekonomi China. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara  

dapat dilihat dari GDP atau Produk Domestik Brutonya (PDB). GDP China 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sebelum reformasi (1960-1978) 

GDP China rata-rata 5,3% sedangkan setelah reformasi (1978 – 2010) menjadi 

9,8%. Dari 1989-2011, GDP tertinggi dicapai pada tahun 1992 sebesar 14,2% dan 

GDP terendah didapat pada tahun 1990 sebesar 3,8% (China GDP Annual Growth 

Rate, 2017). 

Pertumbuhan ekonomi China dalam dua dekade terakhir hampir mencapai    

10%. Angka ini merupakan prestasi bagi China sebagai satu-satunya negara di 

dunia dalam 50 tahun terakhir yang mencapai GDP sebesar itu. China menempati 

posisi kedua dalam daftar negara berdasarkan Gross National Product (GNP) pada 

tahun 2009 – 2010 dengan GNP masing-masing sebesar US$ 4.857.623 juta dan 

US$ 5.700.018 juta, sebelumnya pada tahun 2008 menempati posisi ketiga dengan 

GNP sebesar US$ 4.853.005 juta. Sementara yang menempati peringkat pertama 

ialah Amerika Serikat dengan GNP US$ 14.506.142 juta pada tahun 2008, US$ 

14.223.686 juta tahun 2009, dan US$ 14.600.828 juta tahun 2010 (Gross National 

Product, 2017).  

Keberhasilan pembangunan ekonomi China bisa dikatakan luar biasa. 

Menurut laporan Bank Dunia, Amerika Serikat membutuhkan 50 tahun dan Jepang 
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60 tahun untuk mencapai pertumbuhan semacam itu, sementara China hanya 

menghabiskan waktu 28 tahun. Berdasarkan data – data di atas terbukti bahwa 

China sudah menjadi pemain utama di pasar global dan telah menjadi produsen 

terbesar di dunia. 

Beijing Consensus juga melandasi semua jenis investasi di China salah 

satunya investasi infrastruktur, adalah salah satu sumber pertumbuhan baru di 

samping perdagangan. Namun, ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu 

masalah utama dalam proses pembangunan ekonomi di wilayah Asia. Mengingat 

kebutuhan infrastruktur modal besar di wilayah dan adanya kesenjangan dalam 

pembiayaan infrastruktur, China memprakarsai pembentukan Asian Infrastructure 

Investment Bank (AIIB) yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan 

ekonomi dan integrasi Asia melalui promosi investasi di sektor infrastruktur.  

AIIB adalah sebuah bank pembangunan multilateral untuk abad ke-21 yang 

fokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya di Asia, 

termasuk energi dan listrik, transportasi dan telekomunikasi, infrastruktur pedesaan 

dan pengembangan pertanian, pasokan air dan sanitasi, perlindungan lingkungan, 

pembangunan perkotaan, logistik dan lain – lain. Pada akhir Maret 2015, AIIB 

mengumumkan persetujuan akhir untuk 57 negara sebagai anggota pendiri Bank. 

Tujuan AIIB didirikan adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, menciptakan kemakmuran dan meningkatkan konektivitas 

infrastruktur di Asia dengan berinvestasi dalam infrastruktur dan sektor produktif 

lainnya; dan meningkatkan kerja sama regional dan kemitraan dalam mengatasi 
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tantangan pembangunan dengan bekerja dalam kerjasama yang erat dengan 

lembaga-lembaga pembangunan multilateral dan bilateral lainnya. 

Munculnya China dengan AIIB sebagai kekuatan ekonomi utama telah 

menimbulkan kekhawatiran di antara pembuat kebijakan Amerika Serikat. Mereka 

menganggap bahwa China akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai 

negara dengan pengaruh yang besar di Asia-Pasifik. Dari penjelasan diatas 

menunjukkan bahwa Amerika Serikat harus melaksanakan strategi yang tepat untuk 

menghadapi pembentukan AIIB ini jika tidak ingin statusnya diambil alih oleh 

China. 

Beijing Consensus kini lebih disenangi oleh negara-negara berkembang 

yang berada di Afrika dan Amerika Latin, khususnya negara-negara yang anti 

Amerika Serikat. Makin besarnya pengaruh China di berbagai kawasan, perlahan 

menggeser posisi Amerika Serikat yang selama ini mendominasi perpolitikan 

internasional. Pemberlakuan sistem komunisme berkarakteristik China, yang 

berhasil mengubah China menjadi pemain utama dalam dunia internasional juga 

menjadi tantangan bagi sistem liberalisme dan demokratisasi yang dijalankan 

Ameika Serikat yang selama ini dianggap sistem terbaik dalam menjalankan suatu 

negara. 

 

B. Beijing Consensus vs Washington Consensus 

Kegagalan mayoritas negara-negara di dunia dalam mengejar pertumbuhan 

perekonomiannya, menimbulkan sebuah tanda tanya besar apakah model 

pembangunan Neoliberalisme masih tetap relevan dengan perkembangan dunia saat 
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ini. Bahkan pada permulaan dekade abad ke-21 saat ini, dunia dikejutkan dengan 

munculnya tragedi kemunduran perekonomian global yang ditandai dengan krisis 

ekonomi global tahun 2008 yang dipicu oleh krisis ekonomi Amerika Serikat. 

Praktis krisis tersebut menimbulkan pertanyaan besar, apakah model pembangunan 

Neoliberalisme sebagaimana tertuang dalam Washington Consensus masih 

dianggap layak sebagai model pembangunan bagi negara – negara di dunia. 

Ironisnya, krisis ekonomi Ameika Serikat tersebut menciptakan apa yang disebut 

oleh Henry Kissinger sebagai domino effect, seolah krisis menyebar ke berbagai 

negara di dunia khususnya negara-negara di kawasan Eropa Barat seperti Jerman, 

Perancis, Portugal, Spanyol, Siprus, dan Yunani yang notabene adalah negara-

negara demokrasi liberal dan menjunjung tinggi prinsip – prinsip ekonomi 

Neoliberalisme yaitu sistem ekonomi pasar bebas (free market economic system). 

Doktrin ekonomi pasar bebas seolah seperti sebuah dogmatika absolut 

tentang bagaimana menciptakan sebuah pembangunan ekonomi melalui slogan 

propaganda utamanya yaitu liberalisasi, privatisasi ekonomi (laissez-faire), dan 

stabilisasi harga. Namun, apakah model pembangunan ekonomi ini “matching” 

diterapkan dalam segala kondisi dan situasi yang ada. Krisis ekonomi tahun 2008 

dan semakin membengkaknya hutang luar negeri negara-negara di dunia khususnya 

negara-negara berkembang telah menunjukkan fenomena kegagalan Washington 

Consensus dalam menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi global. 

Kegagalan tersebut merupakan presenden buruk mengenai “the evil nature” dari 

sistem ekonomi Neoliberalisme. 
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Memasuki permulaan dekade abad ke-21 saat ini, negara-negara di dunia 

khususnya yang menderita akibat krisis ekonomi global maupun negara-negara 

berkembang lainnya, mulai memutar otak untuk mencari formulasi – formulasi 

strategis guna menstimulasi pertumbuhan ekonominya. Bahkan negara-negara 

Barat yang berhaluan demokrasi liberal dan mengadopsi sistem ekonomi pasar 

bebas (kapitalisme tulen) mulai mengalami pergeseran dalam model pembangunan 

perekonomian pasca krisis ekonomi tahun 2008 silam. 

Semakin menguatnya intervensi pemerintah dalam perekonomian nasional 

negara, merupakan simtoma global saat ini pasca krisis ekonomi global tahun 2008. 

Berbagai kebijakan yang mengarah pada proteksionisme ekonomi nasional 

merupakan timeline dalam berbagai isu – isu perekonomian saat ini. Selain faktor 

semakin menguatnya peran negara, dan proteksionisme perekonomian, negara – 

negara di dunia mulai meninggalkan sistem ekonomi Neoliberalisme, dan 

cenderung beralih kepada sistem ekonomi semi-pasar bebas dengan 

dikombinasikan oleh intervensi negara. 

Selain simtoma kemunduran kinerja perekonomian global akibat krisis 

ekonomi global tahun 2008, permulaan dekade abad ke-21 saat ini juga ditandai 

dengan munculnya China sebagai superpower baru dalam bidang ekonomi yang 

siap menyaingi dominasi ekonomi politik dan keamanan global Amerika Serikat. 

Tampilnya China sebagai poros baru kekuatan ekonomi global memunculkan tanda 

tanya besar, mengapa negara yang notabene bukan negara demokrasi (non-

democratic state), dan penganut setia nilai – nilai otoritarianisme yang oleh Barat 
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disebut telah usang, mampu tampil sebagai superpower ekonomi, dimana China 

kini mengemban tugas barunya sebagai engine of global economic-growth dan kian 

hari, pengaruh politiknya semakin menguat seantero dunia mengalahkan negara – 

negara mapan lainnya khususnya kekuatan-kekuatan status quo Barat. 

Melihat pertumbuhan dan perkembangan China saat ini, tidak heran banyak 

negara-negara di dunia saat ini mulai melirik poros baru kekuatan ekonomi global 

tersebut. Keberhasilan China dalam membangun perekonomiannya saat ini tidak 

lepas dari apa yang disebut dengan Beijing Consensus. Beijing Consensus dianggap 

sebagai bentuk counter-hegemony terhadap Washington Consensus, yang 

dipromosikan oleh institusi liberalis-kapitalis global yaitu IMF dan Bank Dunia, 

yang dianggap mainstreamism dalam pembangunan ekonomi-politik global saat 

ini. Konsensus Beijing mulai dilirik oleh negara – negara di dunia sebagai model 

alternatif atau bahkan model komplementaris bagi sistem perekonomian masing-

masing negara (The Post-Washington Consensus). 

Menurut Anatole Kaletsky, sistem kapitalisme global telah mengalami 

berbagai krisis yang disebut dengan fase metamorfosa dan mutasi mirip versi 

Microsoft, dari Capitalism 1.0 (liberalisme penuh), Capitalism 2.0 (Keynesianism, 

intervensi negara akibat kegagalan pasar pada tragedi depresi ekonomi tahun 

1929), Capitalism 3.0 (Neoliberalism, Thatcherism, dan Ronald Reagan Supply 

Economy), dan pasca krisis ekonomi tahun 2008 silam, maka kapitalisme Barat 

memerlukan versi baru kapitalisme, yaitu: Capitalism 4.0 yang dicirikan dengan 
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adanya intervensi negara (state’s control) terhadap kegagalan pasar 

derivatif (Jacques, 2011, hal. xxxiii). 

Setali tiga uang dengan Kaletsky, menurut Joseph E. Stiglitz dalam 

tulisannya yang berjudul ”Is There a Post-Washington-Consensus Consensus?” 

(2008), menjelaskan bahwa pasca kegagalan Washington Consensus, 

memunculkan apa yang disebut dengan The Post-Washington-Consensus 

Consensus, yang secara esensial mengadopsi Capitalism 4.0, dengan mengajukan 

beberapa anti-tesis yaitu (Stiglitz, 2008, hal. 53-54): 

1. Pada kenyataannya, kebijakan ekonomi berdasarkan pada Washington 

Consensus bersifat exclusive, sangat bergantung pada situasi dan kondisi 

tertentu (conditional), tidak bersifat all-inclusive yang dapat diberlakukan 

dan berfungsi dengan baik. 

2. Kesuksesan pembangunan tidak memerlukan atau tidak mensyaratkan 

adanya peran minimal negara (the state regulatory) dalam perekonomian 

berdasarkan dogmatika Washington Consensus, melainkan harus terdapat 

keseimbangan (the balanced role). Peran negara mungkin dapat berbeda-

beda antara negara satu dengan negara lainnya, dan sangat bergantung pada 

tahap perkembangan pasar dan institusi publik. Pada negara yang sukses 

dengan model pembangunan Washington Consensus, negara dalam hal ini 

pemerintah memainkan peran yang bersifat komplementaris-kritis terhadap 

pasar (the deregulatory state). Bahkan pemerintah tendensi mengambil 
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serangkaian kebijakan–kebijakan yang lebih luas yang analog dengan 

negara pembangunan (the developmental state). 

3. Pembangunan memerlukan adanya kebijakan penguatan (strengthening for 

the policy) oleh pemerintah, baik terhadap pasar maupun institusi negara. 

Ambivalen dengan Washington Consensus yang “mengkambinghitamkan” 

negara dalam kegagalan pembangunan perekonomian, sehingga peran 

negara sangat minim dalam perekonomian. Akibatnya, kebijakan negara 

hanya memperkuat akses pasar semata, dan mengabaikan peran institusi 

negara dalam mengendalikan perekonomian. 

Melihat fenomena krisis ekonomi tahun 2008 silam, kiranya adalah rasional 

untuk mengatakan bahwa sesungguhnya, pasca tahun 2008 negara-negara 

demokrasi liberal penganut dokmatika absolut ekonomi pasar bebas sesungguhnya 

sudah mulai mengadopsi Capitalism 4.0 yang analog dengan model pembangunan 

China yaitu Beijing Consensus. Menurut Martin Jacques, pasca kegagalan model 

pembangunan Washington Consensus, Beijing Consensus  nampaknya mulai dilirik 

oleh baik negara-negara Barat maupun negara-negara berkembang lainnya sebagai 

alternatif bagi pembangunannya guna menekan domino effect krisis ekonomi 

global dan untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonominya pasca kegagalan 

pasar derivatif. 

Menurut Michael Barr, Beijing Consensus berkenaan dengan model 

pembangunan China atau model pembangunan ala China. Elemen fundamental 

dalam Beijing Consensus  terdiri atas empat hal yaitu: 
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1. Komitmen atas sustainabilitas inovasi dan eksperimentasi yang konstan, 

2. Pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada performa atau kinerja ekspor, 

3. Kontrol negara (a strong state’s control) terhadap dan peningkatan investasi 

pada berbagai industri-industri kunci perekonomian negara dan berbagai 

proyek-proyek infrastruktur negara, dan 

4. Kebebasan mengelola keuangan (financial self-determination) terutama 

terkait dengan penentuan tax-rates dan pengelolaan currency 

exchange rates. 

Beijing Consensus dalam penerapannya disebut dalam berbagai istilah lain 

seperti yaitu: Model China, Kapitalisme Negara, Otoritarianisme Pasar, dan 

Kapitalisme Otoritarian. Singkatnya, secara esensial, Beijing 

Consensus menekankan pentingnya pengembangan pertumbuhan perekonomian 

berbasis pada kontrol negara dengan mengabaikan proses reformasi politik yang 

demokratis. 

Menurut Zainuddin Djafar, dalam bukunya yang berjudul “Indonesia, 

ASEAN, dan Dinamika Asia Timur” (2008), dia menjelaskan bahwa setidaknya 

terdapat lima kebijakan ekonomi strategis yang diluncurkan oleh pemerintah China 

yang ditujukan untuk pengembangan pasar China, baik domestik maupun luar 

negeri untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya sebagai perwujudan 

peran sentral pemerintah dalam aktivitas perekonomian nasional yaitu (Djafar, 

Indonesia, ASEAN, dan Dinamika Asia Timur, 2008, hal. 68-69): 
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1. Menerapkan kebijakan reformasi terhadap perusahaan – perusahaan milik 

swasta (BUMS), dengan mendorong pembangunan non-state 

enterprises (NSE) dengan berupaya menciptakan lingkungan bisnis atau 

usaha yang kondusif. 

2. Menerapkan kebijakan reformasi terhadap perusahaan-perusahaan milik 

negara (BUMN) dimana perusahaan – perusahaan milik negara (state-

enterprises/SE) harus tunduk pada ketentuan pemerintah, tidak memiliki 

hak-hak istimewa (privillages), dan menghadapi fair-competition dengan 

NSE. 

3. Menekankan prinsip non-diskriminatif dalam memperlakukan segala sektor 

kegiatan perekonomian nasional China. 

4. Melanjutkan kebijakan pintu terbuka (open door policy) dengan 

mereformasi aturan hukum yang tidak sinergis dengan prinsip – prinsip 

World Trade Organization (WTO). 

5. Mengutamakan prinsip ekonomi – politik, keadilan sosial, dan kepentingan 

umum. 

Munculnya kesadaran pemerintah untuk mengaklimatisasi diri dengan arus 

globalisasi ekonomi, tidak menjadikan China serta merta tunduk terhadap kebijakan 

negara-negara Barat. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kesadaran 

China bahwa negara merupakan key-actor dalam menentukan arah perekonomian 

nasional (the developmental-state). 
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Selain merumuskan berbagai kebijakan mendasar sebagai upaya untuk 

meningkatkan struktur perekonomiannya, pemerintah China juga melakukan 

serangkaian reformasi-reformasi di berbagai bidang dengan tetap mengedepankan 

peran pemerintah yaitu (Djafar, Ju, & Mariana, 2012, hal. 162-163): 

1. Melaksanakan reformasi pada berbagai Badan Usaha Milik Negara (State-

Owned-Enterprise/BUMN) yaitu: antara lain dengan mentransformasikan 

struktur tradisional BUMN menjadi perusahaan modern yang berorientasi 

pasar, namun tetap memprioritaskan negara (pemerintah) sebagai 

pengambil keputusan utama. 

2. Mendorong pertumbuhan Badan Usaha Milik Swasta (Non-State-

Enterprise/BUMS) di tingkat kota madya dan daerah pedesaan sebagai 

motor penggerak perekonomian nasional. 

3. Mengembangkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan 

memaksimalkan kemampuan manajerial UKM untuk mengoptimalkan 

pendapatan dan tingkat produktivitas. BUMS bersama-sama dengan sektor 

UKM di China telah memainkan peranan yang sangat penting sebagai 

akselarator sekaligus katalisator upaya perbaikan ekonomi, juga sebagai 

penyedia lapangan pekerjaan dan basis inovasi. 

4. Reformasi sistem perbankan melalui restrukturisasi sistem keuangan yang 

konsisten, modern, dan sinergis dengan ekonomi pasar. 
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Belajar dari pengalaman China dengan Beijing Consensus – nya , telah 

memberikan serangkaian kesuksesan bagi China sendiri diantaranya yaitu: 

keberhasilan Cina dalam mengurangi kemiskinan yang selama ini menjadi problem 

utama negara. Pertumbuhan ekonomi China yang begitu fantastis dengan rata-rata 

11% dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, keberhasilan China dalam meningkatkan 

status kemakmuran rakyatnya dengan mengangkat lebih dari setengah milyar 

penduduknya keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Angka melek huruf 

meningkat drastis yang tadinya hanya sebesar 66% pada tahun 1982, kini melonjak 

naik fantastis menjadi 94% pada tahun 2008. Angka kematian bayi semakin 

berkurang fantastis menjadi 40% antara tahun 1990 – 2005, dari total kematian bayi 

80 per – 1000 kelahiran pada tahun 1970 menjadi 17 total kematian bayi per – 1000 

kelahiran pada tahun 2008. Akses terhadap telekomunikasi telepon kian meningkat 

pesat pada periode saat ini mencapai lebih dari 94 kali lipat bagi 57,1% penduduk 

dari total populasi China. Disposable incomes dan tingkat konsumsi masyarakat 

China tumbuh sekitar 18% per – tahunnya, dibandingkan dengan di Ameika Serikat 

hanya sebesar 2% per – tahunnya. Yang paling mencengangkan adalah China kini 

menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia yang diperkirakan 

berjumlah 2 triliun dolar AS pada tahun 2010 mengalahkan Jepang, Rusia, India, 

Taiwan, Korea Selatan, Brasil, Singapura, Hongkong, Aljazair, dan bahkan IMF 

sekalipun sebagai institusi keuangan global (Barr, 2011, hal. 12). 

Terkait dengan Beijing Consensus, Martin Jacques juga menjelaskan 

mengenai hal tersebut dalam bukunya yang berjudul “Ketika China Menguasai 

Dunia: Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat” (2011), dia menjelaskan 
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bahwa Beijing Consensus merupakan suatu model pembangunan yang 

menitikberatkan pada peran sentral pemerintah (the state’s control) dalam 

membangun perekonomian negara. Negara dalam berbagai wujudnya baik 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov), maupun pemerintah daerah 

(Pemda) harus terus memainkan peran sangat penting dalam aktivitas 

perekonomian nasional, meskipun proses reformasi pasar terus berlangsung. 

Munculnya Beijing Consensus menandai sebuah jenis baru kapitalisme 

yang bersifat hiperaktif dan merambah kemana – mana dalam berbagai bentuk dan 

cara dalam membantu perusahaan-perusahaan swasta, dalam gugusan perusahaan 

negara, dalam mengelola proses dimana renminbi (yuan) perlahan – lahan 

memperoleh status konversi penuh, dan yang terpenting, dalam perannya sebagai 

arsitek dari sebuah strategi ekonomi yang mendorong transformasi ekonomi China. 

Kerberhasilan China telah menunjukkan bahwa Beijing Consensus telah 

memainkan peran konstruktifnya dalam membangun perekonomian China, dan 

dimaksudkan untuk untuk menebar pengaruh kuat global China, khususnya di 

kalangan negara – negara berkembang, dan dengan demikian, mengubah kerangka 

perdebatan ekonomi masa depan (Jacques, 2011, hal. 202-205). 

  


